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Abstrak
 

Praktik dark pattern sering ditemui dalam layanan yang diberikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dark

pattern merujuk pada suatu tampilan antara muka pengguna yang mengarahkan atau memanipulasi

penggunanya untuk membuat pilihan yang menguntungkan penyedia layanan. Dikaitkan dengan

pelindungan data pribadi konsumen, praktik dark pattern dapat memanipulasi konsumen untuk memberikan

lebih banyak data daripada yang dibutuhkan tujuan pemrosesan, menghalangi konsumen untuk mendapatkan

haknya, serta tidak memberikan informasi yang cukup untuk konsumen memilih pilihan privasi yang tepat,

dan lain-lain. Saat ini belum terdapat aturan yang jelas dan ekplisit yang mengatur terkait praktik dark

pattern. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan bahan hukum utamanya pada

ketentuan terkait penyelenggaraan sistem elektronik seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, ketentuan pelindungan data pribadi seperti

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, ketentuan pelindungan konsumen

seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan ketentuan sektor jasa

keuangan seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor

Keuangan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa praktik dark pattern melanggar ketentuan prinsip

pemrosesan data pribadi dan dasar pemrosesan data pribadi "persetujuan yang sah dan eksplisit". Terhadap

persetujuan yang diperoleh dengan praktik dark pattern, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah

perjanjian "suatu sebab yang halal" sehingga batal demi hukum. Selain itu, terdapat sanksi perdata,

administratif, dan pidana terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang melakukan praktik dark pattern dalam

layanannya.

......Dark pattern practices are often found in services provided by Financial Services Business Actors. Dark

pattern refers to a user interface that directs or manipulates users to make choices that benefit the service

provider. In relation to the protection of consumers' personal data, dark pattern practices can manipulate

consumers to provide more data than needed for processing purposes, prevent consumers from obtaining

their rights, and do not provide sufficient information for consumers to choose the right privacy choices, and

others. Currently, there are no clear and explicit rules governing dark pattern practices. This research is

conducted through the normative juridical method with legal materials mainly on provisions related to the

implementation of electronic systems such as Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and

Transactions which was last amended by Law No. 1 of 2024 concerning the second amendment to Law No.

11 of 2008, provisions on personal data protection such as Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data

Protection, provisions on consumer protection such as Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection,

and provisions on the financial services sector such as Law No. 4 of 2023 concerning Strengthening and
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Development of the Financial Sector. The results of this study state that the practice of dark patterns violates

the provisions of the principles of personal data processing and the basis for processing personal data "valid

and explicit consent". For consent obtained through dark pattern practices, the agreement does not meet the

validity requirement of a "lawful" agreement and is therefore null and void. In addition, there are civil,

administrative, and criminal sanctions against financial service business actors who practice dark patterns in

their services.  


